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ABSTRAK

Rani Muherti: Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Nagari di
Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pasca
pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat. Pemekaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 diharapkan dapat memperpendek rentang
kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun
implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana
prasarana, sumber daya aparatur, dan belum tersusunnya Standar Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan
dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang
melibatkan aparatur nagari dan masyarakat penerima layanan. Data analisis
dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pasca pemekaran telah berjalan
cukup baik namun belum optimal.

Berdasarkan aspek keandalan dan daya tanggap menunjukkan peningkatan
dalam kedekatan pelayanan karena wilayah yang lebih kecil, tetapi dari sisi
kecepatan pelayanan masih terkendala keterbatasan aparatur dan fasilitas. Aspek
empati tergolong baik namun belum merata di seluruh petugas, sedangkan aspek
bukti fisik dan jaminan masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, pemekaran
nagari berdampak positif terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan,
namun peningkatan kualitas masih diperlukan melalui penyusunan SOP,
peningkatan kompetensi aparatur, serta penyediaan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Pemekaran Nagari, Nagari Aia
Gadang
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
batas-batas wilayah tertentu serta wewenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat
Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah), atau
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat di wilayah Provinsi
Sumatera Barat. Menurut Pemerintah Indonesia, nagari memiliki
kedudukan yang setara dengan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam peraturan
tersebut ditegaskan bahwa istilah “desa” dapat disesuaikan dengan asal-
usul serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.Di Provinsi
Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pasaman Barat, nama lain dari Desa
atau Kelurahan adalah Nagari.

Pemekaran wilayah adalah salah satu pembentukan daerah dengan
cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai
dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan
pemekaran wilayah. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa
pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang baik maupun
dampak yang buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan
pembangunan dengan cepat serta meningkatkan pelayanan publik yang

lebih baik terhadap masyarakat.



Secara hukum, pemekaran nagari berlandaskan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa pemekaran
bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan. Selain itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan prosedur
pemekaran desa/nagari. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme
pemekaran, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala
administratif, serta kesiapan sumber daya manusia.

Aia Gadang adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Aia
Gadang merupakan salah satu nagari yang telah berstatus definitif di
Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintahan
Nagari Aia Gadang Timur dan Nagari Aia Gadang Barat. Dengan status
definitif ini, Nagari Aia Gadang telah memiliki pemerintahan sendiri yang
otonom dan tidak lagi menginduk pada nagari lain, sehingga memiliki
kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik kepada masyarakat.

Nagari Aia Gadang sebelum pemekaran terdiri dari enam jorong,
yaitu Jorong Labuh Lurus, Jorong Pasir Bintungan, Jorong Durian Hutan,
Jorong Batang Umpai, Jorong Tongar, dan Jorong Batang Lingkin.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10
Tahun 2022, wilayah Nagari Aia Gadang mengalami pemekaran menjadi

tiga nagari, yaitu Nagari Aia Gadang, Nagari Aia Gadang Barat, dan



Nagari Aia Gadang Timur. Tujuan utama dari kebijakan pemekaran ini
adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat
pembangunan daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di
tingkat nagari.

Meskipun regulasi pemekaran ditetapkan pada tahun 2022,
implementasi pemekaran baru berjalan efektif pada April 2023. Hal ini
terlihat dari adanya perubahan pencatatan kependudukan, di mana jumlah
jorong di Nagari Aia Gadang berkurang dari enam menjadi dua jorong,
yakni Jorong Batang Umpai dan Jorong Durian Hutan. Kondisi ini tidak
hanya mengubah struktur wilayah, tetapi juga berdampak langsung pada
sistem administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Wali
Nagari.

Namun demikian, pasca pelaksanaan pemekaran, penyelenggaraan
pelayanan publik di Nagari Aia Gadang masih menghadapi berbagai
kendala. Berdasarkan wawancara awal peneliti di lapangan dengan
Sekretaris Nagari Aia Gadang, Bapak Kasman, diketahui bahwa
keterbatasan jumlah aparatur yang kompeten serta minimnya sarana dan
prasarana menjadi hambatan utama. Selain itu, pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelayanan publik juga belum optimal. Aplikasi SIPADES
memang telah digunakan untuk pengelolaan aset nagari, tetapi sistem
pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi yang secara langsung
melayani  kebutuhan  masyarakat, seperti pengurusan dokumen

kependudukan, masih belum tersedia.



Bapak Kasman menegaskan bahwa proses pemekaran
membutuhkan waktu penyesuaian, baik dari sisi sumber daya manusia
maupun sistem pelayanan. Beliau menyampaikan:

“...Sejak pemekaran, pelayanan publik memang masih dalam

tahap penyesuaian. Pegawai baru sebagian masih perlu pembinaan,

sementara fasilitas dan sistem pelayanan juga belum sepenuhnya

mendukung kebutuhan masyarakat...” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Dalam wawancara tersebut, Bapak Kasman selaku Sekretaris
Nagari Aia Gadang juga menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat mencakup berbagai bentuk pelayanan

administrasi dan sosial bagi masyarakat. Rincian jenis pelayanan tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 1 Jenis jenis pelayanan di Kantor Wali Nagari Aia Gadang

NO Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan
1 Pelayanan Administrasi a. Pelayanan pengantar
Penduduk pembuatan KTP
b. Pengantar kartu keluarga
(KK)
c. Surat Kketerangan tidak
mampu
d. Pengantar surat nikah
e. Pengantar Akta kelahiran
f. Pengantar Akta kematian
g. Suratizin usaha
h. Surat keterangan
penghasilan
2 Pelayanan Bantuan Sosial a. Bantuan langsung tunai
(Bansos) (BLT)

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Nagari Aia Gadang, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan publik

di Nagari Aia Gadang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu




pelayanan administrasi penduduk dan pelayanan bantuan sosial. Pelayanan
administrasi penduduk mencakup berbagai kebutuhan masyarakat terkait
dokumen kependudukan maupun administrasi sosial, seperti surat
pengantar KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, surat nikah, akta
kelahiran, akta kematian, surat izin usaha dan surat keterangan
penghasilan.

Jenis-jenis pelayanan ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat
dalam mengurus urusan pribadi maupun keperluan sosial, sehingga
keberadaannya sangat penting untuk mendukung keteraturan administrasi
di nagari. Sementara itu, pelayanan bantuan sosial berfokus pada
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana
Desa. Pelayanan ini dikelola secara administratif oleh aparatur nagari,
mulai dari verifikasi calon penerima berdasarkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga proses penyaluran tunai secara
langsung di tingkat nagari. Kehadiran BLT Dana Desa atau yang lebih
dikenal masyarakat sebagai BLT Nagari merupakan bentuk pelayanan
publik yang menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi
rumah tangga yang belum pernah menerima bantuan sosial lain dari
pemerintah.

Dengan demikian, pelayanan publik di Nagari Aia Gadang pasca
pemekaran tidak hanya berorientasi pada penyediaan dokumen
administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan



publik memiliki cakupan yang luas dan kompleks, sehingga menuntut
Kinerja aparatur nagari yang profesional serta sistem pelayanan yang
efektif dan efisien. Pemekaran Nagari Aia Gadang membawa dimensi baru
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah pemekaran, jumlah
jorong yang menjadi cakupan pelayanan berkurang sehingga akses
masyarakat terhadap layanan pemerintahan menjadi lebih dekat dan
efisien. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan sejumlah
tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, validitas data
penerima bantuan, serta kapasitas aparatur yang belum merata. Oleh
karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menilai kualitas pelayanan
publik pasca pemekaran di Nagari Aia Gadang, agar diperoleh gambaran
menyeluruh mengenai kelebihan dan kekurangannya serta menjadi
masukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan nagari ke depan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Kasi
Pelayanan Nagari Aia Gadang, Ibu Erawati, SE, diketahui bahwa dasar
hukum pemekaran diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 10 Tahun 2022, yang disahkan pada Agustus 2022. Namun,
implementasi kebijakan tersebut baru berjalan efektif sejak April 2023.
Efektivitas pemekaran ini ditandai dengan perubahan pencatatan
kependudukan, di mana jumlah jorong yang sebelumnya enam berkurang
menjadi dua, yaitu Jorong Batang Umpai dan Jorong Durian Hutan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erawati, SE

diketahui bahwa hingga saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP)



pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Aia Gadang belum tersedia secara
tertulis. Kondisi ini terjadi karena pemerintah nagari masih dalam tahap
penyesuaian pasca pemekaran. Meskipun demikian, pelayanan kepada
masyarakat tetap dilaksanakan dengan mengacu pada kebiasaan dan
pengalaman Kerja sehari-hari. Oleh sebab itu, estimasi waktu penyelesaian
pelayanan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung
dengan pihak nagari, yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam
proses penyelesaian setiap jenis pelayanan administrasi. Adapun

perbandingan jumlah dan estimasi waktu penyelesaian pelayanan publik

sebelum dan sesudah pemekaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah dan Estimasi Waktu Penyelesaian
Pelayanan Publik Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No Jenis Sebelum Pemekaran Sesudah Pemekaran
Pelayanan Jumlah Estimasi Jumlah Estimasi
Masyarakat Waktu Masyarakat Waktu
Yang Penyelesaian Yang Penyelesaian
Dilayani Dilayani
(tahun (tahun
2021) 2024)
1 Pengantar 740 1 Hari 285 1 Hari
pembuatan
KTP
2 Pengantar 510 1 Hari 235 1 Hari
kartu
keluarga
(KK)
3 Surat 420 1 Hari 130 1 Hari
keterangan
tidak
mampu
4 Pengantar 180 2 Hari 55 2 Hari
surat nikah
5 Pengantar 380 2 Hari 95 2 Hari
Akta
kelahiran
6 | Pengurusan 220 2 Hari 65 2 Hari




No Jenis Sebelum Pemekaran Sesudah Pemekaran
Pelayanan Jumlah Estimasi Jumlah Estimasi
Masyarakat Waktu Masyarakat Waktu
Yang Penyelesaian Yang Penyelesaian
Dilayani Dilayani
(tahun (tahun
2021) 2024)
Akta
kematian
7 Surat izin 360 3 Hari 87 3 Hari
usaha
8 Surat 250 1-2 hari 70 1-2 Hari
keterangan
penghasilan
Total 3.060 - 1.022 -

Sumber: Wawancara dengan Kasi Pelayanan Nagari Aia Gadang, tahun
2025

Sebelum pemekaran, jangkauan pelayanan Nagari Aia Gadang
mencakup enam jorong dengan jumlah aparatur yang terbatas. Kondisi ini
menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh
pelayanan secara cepat dan tepat, karena jumlah pegawai tidak sebanding
dengan jumlah masyarakat yang dilayani. Setelah pemekaran yang
ditetapkan pada tahun 2022 dan mulai diimplementasikan pada tahun
2023, kondisi pelayanan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Meskipun wilayah telah terbagi menjadi Nagari Aia Gadang Timur dan
Nagari Aia Gadang Barat, keterbatasan jumlah aparatur yang kompeten,
belum tersedianya sistem administrasi berbasis teknologi informasi, serta
minimnya fasilitas pelayanan menjadi hambatan utama dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Fasilitas yang tersedia di Kantor Wali Nagari Aia Gadang hingga
saat ini masih terbatas, seperti jumlah kursi tunggu yang sedikit, peralatan

pelayanan yang belum memadai, serta minimnya perangkat teknologi




informasi. Selain itu, sebagian pegawai baru yang direkrut pasca
pemekaran diangkat berdasarkan rekomendasi tokoh masyarakat atau
pihak internal nagari tanpa melalui proses seleksi berbasis kompetensi.
Akibatnya, beberapa pegawai belum memiliki keterampilan administratif
yang memadai dan belum mendapatkan pelatihan teknis untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan secara profesional. Kondisi ini berdampak pada
ketidakkonsistenan jam pelayanan, keterlambatan dalam pemrosesan
dokumen, serta kurangnya kejelasan prosedur bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan salah satu
warga Nagari Aia Gadang yang bernama ibu Ella, beliau mengatakan:
“...Sekarang kalau kami mau urus surat kadang bingung karena
pegawai nya kurang paham dengan urusan yang mau kami urus
dan saat proses pengurusan suratnya lama”.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan
dengan Ibu Uwar, beliau mengatakan:
“...Kalau pas hari kerja dan banyak yang datang ngurus surat, kami
sering bingung mau duduk di mana. Tempat duduknya terbatas,
kadang harus berdiri atau nunggu di luar. Jadi rasanya kurang
nyaman kalau pelayanan ramai, apalagi kalau harus nunggu lama”.
Selain keterbatasan sarana prasarana dan jumlah aparatur, dalam
bidang pelayanan bantuan sosial juga masih dijumpai sejumlah persoalan.
Salah satu kendala utama terletak pada validitas Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya akurat, sehingga
memunculkan keluhan dari masyarakat yang merasa layak namun tidak

tercatat sebagai penerima. Kondisi ini tidak terlepas dari peran aparatur

nagari yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi langsung di



lapangan untuk memastikan kesesuaian data penerima bantuan dengan
kondisi riil masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur dalam
melakukan verifikasi, ditambah kurang optimalnya koordinasi dengan
pihak kecamatan dan Dinas Sosial, berdampak pada ketidaktepatan data
penerima bantuan. Selain itu, transparansi dalam proses pendataan
penerima bantuan juga masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan
kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian,
penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial pasca pemekaran belum
sepenuhnya berjalan secara responsif dan akuntabel.
Permasalahan-permasalahan  tersebut mencerminkan adanya
kesenjangan antara harapan masyarakat yang menuntut pelayanan publik
lebih baik setelah pemekaran dengan kondisi riil di lapangan yang masih
menghadapi banyak keterbatasan. Berdasarkan latar belakang inilah
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Kualitas Pelayanan
Publik Pasca Pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kabupaten

Pasaman Barat.”

. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan
publik.
2. Kinerja aparatur nagari yang belum optimal dalam aspek kecepatan

dan ketepatan
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3. Kurangnya transparansi dan kejelasan informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, baik dalam pelayanan

administrasi maupun bantuan sosial.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam
penelitian ini dibatasi mengenai Kualitas Pelayanan Publik Pasca
Pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten

Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan
Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Nagari di Nagari

Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pasca
pemekaran nagari di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman

Kabupaten Pasmaan Barat.

F. Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat

sebagai berikut:
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. Secara teoritis
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian

mengenai kualitas pelayanan publik pasca pemekaran nagari.

Praktis

a. Bagi Pemerintahan Nagari, penelitian ini diharapan dapat menjadi
bahan masukan bagi pemerintah nagari maupun pemerintah daerah
dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan publik pasca
pemekaran. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah
dalam memahami apakah pemekaran sudah berjalan sesuai tujuan
atau justru menimbulkan kendala baru

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai perubahan yang terjadi akibat
pemekaran nagari, terutama dalam pelayanan publik yang mereka
terima. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui
sejauh mana pemekaran memberikan manfaat bagi kehidupan
mereka, sekaligus memahami kendala yang masih harus diatasi.

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis Kualitas
Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Nagari di Nagari Aia Gadang,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan publik pasca
pemekaran di Nagari Aia Gadang secara umum cukup baik, terlihat dari
proses administrasi yang lebih mudah diakses, sikap aparatur yang ramah,
responsif, serta prosedur layanan yang berjalan konsisten. Namun, kualitas
pelayanan belum optimal pada aspek bukti fisik karena fasilitas pelayanan
masih terbatas, yang dipengaruhi oleh kebijakan anggaran nagari yang
memprioritaskan pembangunan fisik seperti jamban/WC, rabat beton jalan,
dan taluak lubuak menuju pembibitan. Selain itu, kecepatan layanan,
keterbukaan informasi, dan pemerataan empati aparatur masih perlu
diperbaiki. Dengan demikian, pemekaran membawa dampak positif
terhadap akses dan kedekatan pelayanan, tetapi peningkatan sarana,
kapasitas aparatur, dan transparansi masih menjadi kebutuhan utama untuk

mencapai pelayanan yang lebih optimal.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas pelayanan publik
pasca pemekaran di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat, peneliti memberikan beberapa saran kepada aparatur
nagari sebagai berikut:
1. Menyusun dan menerapkan SOP tertulis untuk setiap jenis pelayanan

agar proses kerja lebih terarah dan konsisten.
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Menambah dan memperbaiki sarana-prasarana pelayanan seperti
komputer, printer, dan ruang tunggu agar pelayanan lebih cepat dan
nyaman.

Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan administrasi dan
teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang profesional dan
akurat.

Memperkuat transparansi informasi dengan menampilkan prosedur
pelayanan dan data penerima bantuan sosial di papan pengumuman
atau media nagari.

Menjaga konsistensi sikap pelayanan dengan tetap ramah, tanggap,
dan empatik terhadap masyarakat.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial,
agar proses verifikasi dan administrasi bantuan sosial lebih tepat dan

lancar.
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